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MOTTO

“ Adakanlah koordinas, adakanlah smfoni yang seharmonis-harmonisnya antara
kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri

itu dimenangkan di atas kepentingan umum””

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta
Rahardja Tahun 1951)

"Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : Bung Karno dan Ekonomi Berdikari, Jakarta,
PT. Grassindo, 2001, him.318
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RINGKASAN

Menurut ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Anggota dewan Perwakilan Rakyat dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur undang-
undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia
memungkinkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan, namun
dengan tatacara yang telah diatur dalam undang-undang. Walaupun telah jelas
diatur di dalam peraturan perundang-undangan namun tetap sering muncul
permesalahan menyangkut hal hak recall. Partai politik sering menggunakan
senjata hak recall dengan sewenang-wenang, seperti jika ada anggota di Dewan
Perwakilan Rakyat yang menyuarakan suara rakyat namun tidak sejalan dengan
himbauan atau anjuran yang ditetapkan oleh partai politik meka partai politik
tersebut sering mengancam akan melakukan recall kepada anggotanya yang ada
di Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak sejalan dengan partai politik sebagai
organisasi induknya.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu Bagaimanakah
penerapan prosedur recall terhadap keanggotaan anggota DPR RI dan Apakah hak
recall yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal 22 B Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia ? Tujuan umum dilaksanakannya
penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum
Tata Negara terkait recall terhadap keanggotaan anggota DPR RI. Sedangkan
tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan
menganalisis penerapan prosedur recall terhadap keanggotaan anggota DPR RI
berikut apakah hak recall yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal
22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik | ndonesia.M etode penelitian dalam
penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-
undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.
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Hasil penrelitian yang diperoleh antara lain bahwa : Anggota DPR berherti
antar waktu karena : @ meninggal dunia, b) mengundurkan diri dan c)
diberhentikan. Prosedur recall atau disebut juga dengan istilah Pergantian Antar
Waktu (PAW) dijelaskan dalam Pasal 214 Undang-Undang No.27 Tahun 2009
bahwa, pemberhertian anggota DPR diusulkan oleh pimpinan partai politik
kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Paling lama 7 (tujuh)
hari sgjak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR menyampaikan usul
pemberhentian anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian
pemberhentian. Presiden meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas)
hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR

Hak recall oleh partai politik adalah sarana yang disediakan oleh undang-
undang untuk mengganti antar waktu anggota partai politik yang duduk sebagai
anggota parlemen. Seorang calon yang diusung oleh partai politik dalam
pemilihan umum anggota legislatif memiliki hubungan antara calon dengan partai
politiknya, tetapi ketika calon tersebut telah terpilih maka hubungan dengan partai
politiknya harus dikesampingkan karena calon tersebut telah diberikan legitimasi
oleh rakyat yang memilihnya untuk menjadi penyalur aspirasi mereka. Hak recall
atau Penggantian Antar Waktu dapat dilakukan partai politik terhadap para
anggotanya yang duduk sebagai anggota parlemen, baik di tingkat pusat maupun
di tingkat daerah. Hak recall sendiri tidak lepas dari eksistensi partai politik

Selanjutnya saran yang dapat diberikan, antara lain bahwa : Seharusnya
pemberhentian antarwaktu tidak serta-merta dapat digunakan sembarangan,
apalagi dipakai untuk menyingkirkan orang-orang tertentu hanya karena
perbedaan pendapat, yang di anggap secara sepihak oleh partai sebagai wujud
pelanggaran serius terhadap keputusan partai. Kedepan alangkah baiknya jika
fungsi partai politik dalam recall atau pemberhentian antar waktu anggota
legislatif harus diatur kembali secara terperinci mengenai aturan-aturan partai
politik yang tidak boleh dilanggar oleh anggota partai politik yang telah menjadi
anggota legislatif tersebut. Hal ini berguna agar tidak ada kesewenang-wenangan
dalam mekanisme pemberhentian antar waktu dan fungsi-fungsi partai politik

dapat sesuai dengan asas-asas demokrasi.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertuyjuan untuk
mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan
berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik
Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa
Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam
pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara’? Negara
Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik
dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi.

Denokrasi secara terminologi berasal dari bahasa Y unani demokratia,
yang diambil dari kata demos dan kratogkratein. Secara etimologis demos
diartikan sebagai rakyat dan kratos/kratein berarti kekuasaar/berkuasa sehingga
dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi
diidertikkan dengan istilah kedaulatan rakyat.'® Demokrasi atau paham
kerakyatan kemudian diasumsikan sama dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat
yang dalam perkembangannya harus berjalan beriringan dan tidak dapat
dipisahkan dengan kedaulatan hukum (nomokrasi) dikarenakan hukum yang
mengatur dan membatasi kekuasan negara atau pemerintah diartikan sebagai
produk dari pemerintah. hukum yang dibuat atas dasar kekuasan atau kedaulatan
rakyat.1¥

Di Negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan
dijamin kebebasannya termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara

aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum, hal ini

12) Margono, Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan, Malang,
Universitas Negeri Malang, 2004, him.9

13 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Bandung,
Fokusmedia, 2009, him. 34

) Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006,
him.245



	SKRIPSI
	SKRIPSI

